
W ALIK01'A MOJOKERTO ---------------·------------------- 

PERJ\TURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 30 TAHUN 2008 ' • 

TENT ANG 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FlJNGSI 
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang · bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas 
Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota 
Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto. 

• 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tenqah/Jawa Barat : 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ncimor 4286) ; 

3. Undanq-Undanq Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundanq-undanqan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republi'� lndonesia Nomor 4389); 

4. Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 44:37) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undanq-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
l\lomor 4844) ; 

• 

- 
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5. Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, 
Tambahan t.embaran Negar<.'l Republik Indonesia Nomor 3242); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Penqelolaan Keuanqan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Pe_raturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 200i" tentang 
Pembagian lJrusan Pemerintahan Antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Kabuoatenzkota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

• 

,. 

. 
9. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang • 

Orqanlsasi Perargkat Daerah (Lembaran Negara Repuolik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentanq Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
IJrusan Pernerlnta'ianan Daerah Kota Mojo-rerto ; 

• 

• 

• 

• 13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Orqanis asi Lembaga Teknis Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN: 

• 

PEMBANGUNAN KO.TA MOJOKERTO 

Menetapkan : ,C>ERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SADAN PERENCANAAN DAN 

' 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kola adalah Kota Mojokerto; 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 

4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota 
Mojokerto; 

5. Badan Perencanaan dan Pernbangunan adalah Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Kota Mojokerto; 

6. Keoala Badan adalah Kepala • 

Pembangunan Kota Mojokerto. 
Bad an 

• 
Perencanaan dan 

• • 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan o,gani:,asi Sadan Perencanaan dan Pembangunan Kota 
Mojokerto terdiri atas : 

a. Kepala ; 

b. Sekretariat ; 

c. Bidang Pend ataan dan Pelaporan ; 

d. E3idang Pererrcanaan Pembangunan Ekonomi; 

e. Bidar,g Pererrcanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang ; 
f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya ; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mas' ng-ma:,ing dipimpln oleh seorang Sekretaris dan Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Sadan. 

(3) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan dan 
Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Peraturan ini. 
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• • 

Pasal3 

• 

(1) Sekretariat mernpunvai tugas menyelenggarakan penqelolaan 
penyusunan perencanaan program, urusan keuangan, 
kepegawaian, umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan 
administratif pelaksanaan kegiatan badan serta melaksanakan 
tugas-tugas Jain yang diberikan o/eh Kepa/a Sadan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tug as dimaksud pad a ayat (1 ), 
Sekretariat mernpunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program Sadan; 

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan 
pelaporan pertanggungjawaban; 

c. Pelaksanaan pembinaan organisasr dan tata laksana; 

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan 
perlengkapan; 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
.1•:earsipan; 

f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan 
masyarakat <Jan inventarisasi; 

g. Pe/aksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dila/csanakan 
dilingkungan badan. • 

Pasa/4 

(1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Sagian yaitu : 

a. Sub Sagian Penyusunan Program ; 

b. Sub Baolan Keuangan ; 

c. Sub Sagian Kepegawaian dan Umum. 

(2) Sub bagian-sub bagian dimaksud ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Sagian yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

• 

Pasal 5 

Sub Sagian Penyusunan Program mempunyai tugas : 
• 

dalam rangka 
' 

a. Menghimpun data dan menyiapkan bsnan 
penyusunan program kerja dan rencana kerja; 

b. Meriyiapkar, bahan penyusunan peraturan perundang-undangan 
di Sidang Perencanaan dan Pembangunan ; 
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• 

c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan lata laksana 
bad an; 

d. Monyusun dan menyiapkan laporan kegiatan badan; 

e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program 
kerja dan rencana kerja Sadan Perencanaan dan Pembangunan; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program 
kerja; 

g. Melaksanakan tuqas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
denqan bidang tugasnya. 

Pasal6 

Sub Bag,an Keuanqan mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan rnenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran badan; 

c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan 
keuangan lainnya; 

d. Menyusun dan menyiaplcan laporan pertanggungjawaban 
keuanqan: 

' e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal7 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas : 

a. Menyusun dan rnemelihara data administrasi kepegawaian serta 
data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian; 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
dan penge�1bangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan 
administrasi kepeqawalan; 

c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan 
pemberian tnformas! dan hubungan masyarakat; 

d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan per,gelolaan 
barang milik baclan serta mengurus pemeliharaan kebersihar, 
dan keamanan kantor; 

e. Melaksanekan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya . 

• 

• 

• 

• 
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Pasal8 

(1) Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun 
rencana kegiatan, menghimpun data, melakukan analisa dan 
pen.lalan, melaksanakan Standar Pelayanan Minimal kota, 
menyusun laporan, menyelenggarakan kerjasama can pemberian 
dukungan penyelengqaraan dan pengemt,angan statistik serta 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Sadan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) pasal ini, Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai 
fungsi : 

a. Penyiapan penyusunan penetapan pedoman dan standar 
perencanaan pembangunan kota, kecamatan dan 
kelurahan; 

b. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan 
kota; 

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penqencallan 
program-program pembangunan; 

d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal kota; 

e. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan pemberian 
dukungan penyelenggaraan dan pengembangan statistik 
dasar, survei antar sensus dan statistik sektoral; 

f. Penyusunan laporan hasil perencanaan dan pelaksanaan 
pembangu11an; 

g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota. 

Pasal 9 

(1) Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu : 

a. Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data ; 
b. Sub Bidang Pelapo-an. 

(2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
masing-masing clipimpin oleh seoranq Kepala Sub Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Pendataan dan Pelaporan. 

• 

• 
• 

• 

• 

• • 

• 

• 
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Pasa/ 10 

Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan penetapan pedoman dan standar 
perencanaan psmbanqunan kota, kecamaian dan kelurahan; 

• 
b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan data can 

informasi pemt angunan kota; 

c. Menyusun rencana APBD bersama-sama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang terkait; 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 
kota; 

e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi 
antar lernbaga dan pemberian dukungan penyelenggaraan dan 
pengembangan statistik; 

f. Melaksanakan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepa/a 
Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal 11 
. 

Sub Bidang Pelaporan rnempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan program-program pembanqunan kota; 

b, Menyusun laporan hasil penilaian, perencanaan dan pelaksanaan 
program pembanqunan sebagal bahan masuksn pada plrnpinan; 

c. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban Walikota; 

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka 
kelancaraan pelaksanaan tuqas: 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pendataan dan Pelaporan sesuai dengan bidang 
tuqasnya. 

Pasal 12 

(1) Bidang Perencanaan Pernbangunan Ekonomi mempunyai tugas 
rnelaksanakan sebagian tugas Sadan dalam rangka merumuskan 
kebijakan dan perencanaen pembangunan daerah di bidang 
pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan terpadu serta 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya ; 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• • •• . . 

• 

• 

. . . 

.. 

• 
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(2) Untuk menyelenqgarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
m ernpunyat funqsi : 

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam 
rangka perencanaan jangka panjang, menengah dan 
pendek dibidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, 
penanarnan modal, pertambangan dan energi serta 
penqernbanqan koperasi dan pengusaha kecil menengah; 

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidanc 
pertanian, perindustrian dan perdagangan, penanaman 
medal, pertambangan dan energi serta pengembangan 
koperasi dan pengusaha kecil menengah; 

c. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di 
lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat dan 
kelembagaan non pemerintah yang berkaitan dengan bidang 
pertanian, perindustrian dan perdagangan, penanaman 
modal, pertambangan dan energi serta pengembangan 
koperasi dan pengusaha kecil menengah; 

. 
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lemhaga non 

pernerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka 
«elancaran pelaksanaan tugas; 

• 
e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan penqendalian 

dibidang pertanian, perindustrian dan perdaqanqan, 
penanarnan modal, pertambangan dan enerqi serta 
penqembanqan koperasi dan pengusaha kecil menengah; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan t•Jgas. 

Pasal 13 

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri atas 2 (dua) 
Sub Bidanq yaitu: 

a. Sub Bidang Pertanian, Pertarnbanqan dan Energi ; 

b. Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan 
Penanarnan Modal. 

(2) Sub bidang-sub bidanq sebaqairnana cirnaksud pada ayat (1) 
masrnq-rnasinq clipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
berada dibawah dan bertanqgunqjawab kepada Kepala Bidang 
Perencanaan Pembanqunan Ekonorni. 

• 

• 

• 

; 

' 

• 
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Pasal 14 

Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 
teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka 
menengah dan jangka pendek dibidang pertantan, pertambangan 
dan enerqi: • 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 
teknis dibidang pertanian, pertambangan dan energi; 

c. Menyiapkan bahaa pelaksanaan sinkronisasi perencanaan 
program kegiatan lingkungan pemerintah daerah dan instansi 
terkait yang berkaitan dengan bidang pertanian, pertambangan 
dan energi; 

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Jembaga 
non pemerintah, lnstansi terkait dan masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Menyiapkan bahan monltorinq, pengawasan dan pengendalian di 
bidang pertanian, pertarnbanqan dan energi; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesual dengan 
bidang tugasnya. 

Pasal 15 

Sub Bid�11g Perindustrlan dan Perdagangan, Koperasi dan Penqusaha 
Menengah rnernpunyal tugas : 

a. l\1enyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 
teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka 
menengah dan jangka pendek dibidang Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasl dan Pengusaha Kecil dan Menengah; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 
teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
Pengusaha Kecil dan Menengah; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan 
program di lir,gkungan pemerintah daerah dan instansi terkait 
yang berkaitan dengan bidang Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah; 

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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e. Menyiapkan bahan monitoring, pengawasan dan per,gendalian di 
bidang Perindustria.1, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha 
Kecil dan Menengah; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Perencanaan 
bidang tugasnya. 

• 

Pernbanqunan Ekonomi sesuai dengan 

Pasal 16 

• 

(1) Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang 
mempunyai tunas melaksanakan sebagian tuqas Sadan dalam 
rangka merurnuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan 
daerah dibidang perencanaan fisik, prasarana dan tata ruang 
secara menyeluruh dan terpadu serta melaksanakan tuqas-tuqas 
Jain yang dlberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal lni, Bidang Pere_ncanaan Fisik, Prasarana dan Tata 
Ruang rnempunyal fungsi : 

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam 
ranqka perencanaan jangka panjang, menengah dan 
pendek dibidang perencanaan tata ruang, pemukiman, 
perhubungan, pengairan dan prasarana perkotaan; 

b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidanq 
perencanaan tata ruanq, pemukiman, perhubungan, 
pengairan dan prasarana perkotaan; 

c. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program keqiatan di 
• 

lingkungan pemerintah daerah dan rnasyarakat dan 
kelembaqaan non pemerintah yang berkaitan dengan bidang 
perencanaan tata ruang, pemukiman, perhubungan, 
pengairan dan prasarana perkotaan; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. . Pelaksanaan mor,itoring, pengawasan dan penqendalian 
dibidang perencanaan tata ruang, pemukiman, 
perhubungan, pengairan dan prasarana perkotaan; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tuqas, 

• 

• 

' 
• 

• 
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Pasal 17 

(1) Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri atas 
2 (dua) S11b Bidanq yaitu : 

a. Sub Bidanq Perencanaan Tata Ruang dan Pemukiman ; 

b. Sub Bidang Perhubunqan dan Pengairan. 

(2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yRng 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang. 

Pasal 18 
• 

• Sub Bidang perencanaan Tata Ruang dan Pemukiman rnernpunyai 
tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 
teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka 
menengah dan jangka pendek dibidang perencanaan tata ruang 
dan pemukiman; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 
teknis dibidailg perencanaan tata ruang dan pemukiman; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan elnkronlsast perencanaan 
program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi 
terkait yang berkaitan dengan bidang perencanaan tata ruang 
dan pemukinian; 

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasarna dengan lembaga 
non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Menyiapkan bahan monitoring, pengawasan dan pengendalian di 
bidang perencanaan tata ruang dan pemukiman; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaen tugas; 
g. Meluksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruar1g sesual 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 19 

Sub Bidang Perhubungan dan Pengairan mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 
teknis dalarn rangka perencanaan jangka panjang, jangka 
menengah dan jangka pendek dibidang perencanaan prasarana 
perkotaan, perhubunqan dan pemukiman; 

• 
• 



12 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 
teknis dibidanii perencanaan prasarana perkotaan, perhubungan 
dan pemukiman; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan 
program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi 
terkait yang berkaitan dengan bidang perencanaan prasarana 
perkotaan, perhubunqan dan pemukiman; 

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga 
non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Menyiapkan bahan monitoring, pengawasan dan pengendalian di 
bidang perencanaan prasarana perkotaan, perhubunqan dan 
pernukirnan: 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tuqas; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oieh Kepala 
Bic:ang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal20 

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mernpunyai 
tugas melaksanakan sebagaian tugas badan dalam ranqka 
merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah 
dibidang perercanaan pembangunan sosial budaya secara 
menyeluruh dan terpadu serta melaksanakan tugas-tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Sadan sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebaqairnana dimaksud ayat (1) 
Bidang Perencanaan, Pembangunan Sosial Budaya mempunyai 
fungsi: 

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam 
ranqka perencanaan jangka panjang, menenqah dan 
pendek dibidanq agama, pendidikan, kesehatan, 
kebudayaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial; 

b. Pelaksanaan rencana program dan pefunjuk teknis dibidang 
agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kep'endudukan 
dan kesejahteraan sosial; 

. 
c. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di 

lingkungan pemerintahan daerah dan masvarakat dan 
kelembagaan non pemerintah yang berkaitan dengan bidang 
agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan 
dan kesejahteraan sosial; 

• 

• 
• 

• 
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• 

d. Pelaksanaan koordlnasi dan kerjasama dengan lembaga 
non pernerintahan, instansi terkait dan masyarakat dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian 
dibidang agama, penc;lidikan, kesehatan, kebudayaan, 
kependudukan dan kesejahteraan sosial; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

Pasal21 

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya terdiri atas 2 
(dua) sub bidang yaitu: 

a. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan 
Kebudayaan. 

b. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial. 

(2) Sub bidang-sub t;lidang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
masing-masing dipimpim oleh seorang Kepala Sub Bidc1119 yang 
berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kepala Bidang 
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya. 

Pasal22 
' 

Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan 
mernpunyai tugas: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunluk 
teknis dalam ranqka perencanaan jangka panjang, . jangka 
menengah dan jangka pendek dibidang agama, pendidikan, 
kesehatan dan kebudayaan; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 
teknis dibidang agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; 

' 

c. lvlenyiapkan bahan pelaksanaan smkronisasi perencanaan 
program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi 
terkait yang berkaitan dengan bidang agama, pendidikan, 
kesehatan dan kebudayaan; 

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kertasama denqan lembaga 
non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangkcl 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Menylapkan bahan monitoring, pengawasan dan pengendalian di 
bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

• 

• 
• 

• 

• 

• • • 

• 

• 

g. Melc.,,sanakan tt1gas-tugas lain yang 
Bidang Perencanaan pembangunan 
dengan bidang tuqasnya. 

diberikan oleh Kepala 
Sosial Budaya sesuai 

• 

• 

• 



• 
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Pasal 23 

Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai 
tug as: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana· program dan petunjuk 
• 

teknis dalam rangka perencanaan jangka panjanq, jangka 
menengah dan jangka pendek dibidang kependudukan dan 
kesejahteraan sosial; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk 
teknis dibidang kependudukan dan kesejahteraan sosial; 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan 
program di lin!1kungan pemerintah daerah dan lnstansi terkait 
yang berkaitan denqan bidang kependudukan dan kesejahteraan 
sosial; 

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lernbaqa 
non pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka 

' kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. Menyiapkan bahan monitoring, penqawasan dan pengendalian di 
bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial: 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. Melaksar,akan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

• 

. . .. 

Bidang Perencanaan Pembangunan 
dengan bidang tugasnya . 

Sosial Budaya • sesuai 

• Pasal24 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sadan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan 
kegiatan teknis cli bidang keahlian masing-masing; 

(2) Kelompok Jabatan Funqsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku 
ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan: 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub 
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh 
Tenaga Fungsional Senior; 

(4) .Jurn'ah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
dan beban kerja yang ada. 

(5) Pernbinaan terhadap tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundanq-undanqan yang berlaku. 

• 

• 

• 
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• 

BAB Ill 

�IUBUNGAN KERJA 

Pasal25 

• • 

(1) Setiap pirnpinan unit kerja dalam Lingkungan Sadan 
Perencanaan dan F'embangunan wajib melaksanakan koordinasi, 
integrasi clan sinkronisasi baik dalarn lingkungan Sadan maupun 
antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; 

(2) Seuap pirnplnan unit kerja dalam lingkungan Sadan Perencanaan 
dan Pembanqunan bertanggung jawab memirnpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan 
dan petunjuk pelaksanaannya. 

' 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal26 

• 

Hal-hal yang belum diatur da!am Peraturan Walikota ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 27 
• 

Peraturan Walil<ota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang menqetahuinya, memerintahl<an pengundangar1 
Peraturan Wa/ikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kota Mojokerto. 

• Ditetapkan di Mojokerto ' • 

pada tangga/ 1 September 2008 

TNO M.Si. 
a Utama Muda 

. 080 070 846 

• 
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. . 

J"AMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
• 

NOMOR • • 30 TAJ-IUN 2008 

TANGGAL: 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
KOTA MOJOKERTO 

• 

1 SEPT EM1i ER 2008 

• 

• 

KEPALA . 

-- 
SEKRET ARIAT -- • 

. . . 
. 

KELOMPOK J A BA TAN 
FUNGSIONAL 

- 
Sl'3 BAGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN PENYUSUNAl\l KEPEGAWAIAN KEUANGAN . 

PROGRAM D,\N UMU,"1 
. 

BIDANG PERENCANAAN BID ANG BJDANG PERENCANAAN BIDANG PENDATAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN FISIK, PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PELAPORAN El:ONOMI· PRASARAN.� DAN BUDAY A 
TATARUANG 

• 

I SUB BIDANG SUB Bl DANG . - 
PENGUMPULAN PERTANIAN, SUB B!DANG SUBUIDANG 
DAN ANALISA PERT AMBANGAN PERENCANAAN TATA A GAMA, 

DATA DAN E1"ERGI RUANG DAN PENDID!KAN, 
PEMUK!MAN KESEHATAN DAN 

KEBUDAYAAN 

I SUB BIDANG 
SUB grDANG 

PERINDUSTR!AN, SUB BIOANG 
PELAPORAN . 

PERDAGANGAN, PERJ-IUBUNGAN DAN SUB BIDANG L_ KOPERASI DAN PENGAIRAN KEPENDCDUKAN 
PEN AN AMAN DAN 

• 

• • 

- 
• 

' . . . 

,. 

• 

MODAL 
'------------' 

' 

KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

• 

PJ. WALIKOTA MOJOKERTO 


